
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Jl. Jenderal Soedirman No. 18 Palangka Raya (73112)

Telepon : (0536) 3221363, Website : https://disbun.kaltenq.qo.id E-mail : disbun@kaltenq.qo.id

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

lnformasi merupakan kebutuhan dan hak setiap orang, maka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

transparan dan akuntabel Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah berupaya untuk memberikan layanan informasi
terbaik bagi masyarakat dan berkomitmen untuk :

1. Memberikan lnformasi Publik sesuai dengan peraturan yang berlaku (berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan lnformasi Publik);

2. Menyediakan lnformasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
3. Memberikan Layanan lnformasi, memanfaatkan teknologi informasi yang mudah diakses masyarakat;
4. Tidak melakukan pungutan yang tidak sah dalam memberikan layanan informasi publik.

Palangka Raya, Januari 2023
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERKEBUNAN

Jl. Jend. Sudirman No. 18 Palangka Raya73112
Telp. (0536) 3221363; Website: http://disbun.kalteng.go.id; email:disbun@kalteng.go.id

I(EPUTUSAIiI

I(EPALA DINAS PERKEBUITAN PROVIISSI KALIMAIYTAIT TEITGAII
NOMOR : 188.43/ lvKltttlz0zS

TENTANG

STAITDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI
PAI}A DIITAS PERKEBIIITATS PROVIISI KALIMAITTAN TENGAII

KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI I{ALIMANTAN TEITGAII

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Layanan
Informasi dan Dokumentasi kepada publik, maka
diperlukan transparansi informasi di Dinas Perkebunan
Provinsi Kalimantan Tengah;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Biaya
Perolehan Informasi melalui Keputusan Kepala Dinas
Perkebunart Provinsi Kalimantan Tengah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (I,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSa6l;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOg Nomor ll2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2AlA tentang
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51a9);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2Ol2 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OI2 Nomor 2t5, tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2Ol7
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah;

Mengingat : 1.

b.

2.

3.

4.

5.



8.

6. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 20 13
tentang Prosedur Layanan Informasi Publik;

7. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2A27
tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5
Tahun 2OL3 tentang Penyelengaraarr Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2073 Nomor 5, ?ambahan Lernbaran
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62);

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun
2Ol5 tentang Pedoman Standar Operdrsional Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 63);

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3O Tahun
2OL6 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi
Kalimantan Tengah.

MEMUTUSI(AN :

Tidak adanya pungutan biaya apapun dalam perolehan
informasi di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan
Tengah;

Hat-hal terkait biaya yang timbul akibat penggandaan,
materai, dan lain-lain akan dibebankan kepada Pemohon
Informasi;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini
akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

9.

10.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

s.T., M.T.

Tembusan disampaikan kepada: Yth.

1. Gubernur Provinsi Kalirnantan Tengah;
2. Inspelchrr Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
4. PPID Utama Kalimantan Tengah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian

dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;

: Palangka Raya
: O6 Maret 2O23

NIP. 19780804200604 1 002
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